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Takafulink Alia merupakan pilihan jenis investasi produk Takafulink Salam
pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, dimana jenis investasi Alia ini menetapkan
persentase ujrah sebesar 2.50% dan merupakan persentase paling besar diantara produk
investasi yang ada pada produk Takafulink Salam . Adapun tujuan penelitian ini adalah
untuk mengkaji tentang penerapan akad wakalah bil ujrah pada produk Investasi
Takafulink Alia, mekanisme penetapan ujrah pada produk Investasi Takafulink Alia
pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh dan ketentuan hukum Islam terhadap
mekanisme penetapan ujrah pada produk investasi Takafulink Alia pada PT. Asuransi
Takaful Keluarga Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang dalam penelitian ini dilakukan
dengan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penerapan akad wakalah bil ujrah pada produk investasi Takafulink Alia dilakukan
secara jujur dan transparan. Mekanisme penetapan ujrah pada produk investasi
Takafulink Alia ditetapkan di awal perjanjian yaitu sebesar 2.50% dari kontrubusi
investasi peserta. Persentase ujrah produk investasi Takafulink Alia ditetapkan lebih
besar dikarenakan  pengelolaan alia dilakukan secara lebih intensif oleh takaful.
Ketentuan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan ujrah pada produk investasi
Takafulink Alia yaitu sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam
dan Fatwa DSN-MUI No:52/DSN-MUI/III/2006. Walaupun pada umumnya penulis
menilai bahwa mekanisme penetapan ujrah pada produk investasi Takafulink Alia PT.
Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh sudah cukup baik, namun penulis melihat
bahwa terdapat kurangnya pemahaman peserta alia terhadap mekanisme penetapan
ujrah pada produk investasi Takafulink Alia. Sehingga penulis merasa bahwa hal ini
perlu diperhatikan.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi Arab-latin yang digunakan secara umum berpedoman kepada
transliterasi ali ‘awdah dengan keterangan sebagai berikut:
1. Konsonan
No Arab Latin Ket No Arab Latin Ket
1 ا
Tidak
dilambang
kan
16 ط ṭ
t dengan
titik di
bawahnya
2 ب B 17 ظ ẓ
z dengan
titik di
bawahnya
3 ت T 18 ع ̨
4 ث ṡ s dengan titikdi atasnya 19 غ G
5 ج J 20 ف F
6 ح ḣ h dengan titikdi bawahnya 21 ق Q
7 خ kh 22 ك K
8 د D 23 ل L
9 ذ ˙z z dengan titikdi atasnya 24 م M
10 ر R 25 ن N
11 ز Z 26 و W
12 س S 27 ه H
13 ش sy 28 ء ᾿
14 ص ṣ s dengan titikdi bawahnya 29 ي Y
15 ض ḍ d dengan titikdi bawahnya
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal dan vokal rangkap.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:
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Tanda Nama Huruf Latin
 َ◌ Fathah A
 ِ◌ Kasrah I
 ُ◌ Dammah U
b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:
Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf
ي  َ◌ Fathah dan ya Ai
و  ُ◌ Fathah dan wau Au
Contoh:
فیك : kaifa  لوھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda
ي/ا  َ◌ Fatahah dan alif
atau ya Ā
 ِ◌ Kasrah Ī
و ، ◌ُ Dammah dan waw Ū
Contoh:
لاق  : qāla
ىمر  : ramā
لیق  : qīla
لوقی  : yaqūlu
4. Ta Marbutah (ة)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
xa. Ta marbutah (ة) hidup
Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah,
transliterasinya adalah t.
b. Ta marbutah (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.
c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh
kata yang mengunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu
terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.
Contoh:
لافطلاا ةضور  : raudah al-atfāl/ raudatul atfāl
ةرونملا ةنیدملا  : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah
ةحلط  : talhah
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia
tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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1BAB SATU
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Kehidupan manusia tidak  terlepas dari beragam risiko dan bahaya yang
akan terjadi, baik itu risiko yang mengancam jiwa ataupun harta seseorang, baik
risiko di lingkungan tempat tinggal ataupun jalan raya, juga risiko seperti
kecelakaan mulai dari kecelakaan transportasi, kebakaran, perampokan hingga
risiko kematian. Pada hakikatnya, sudah merupakan kelemahan manusia bahwa
tidak satupun manusia dapat memprediksi apa yang akan terjadi di hari esok atau
masa yang akan datang, karena hari esok merupakan hari yang penuh dengan
ketidakjelasan dan ketidakpastian dan merupakan rahasia Allah SWT dalam
Qadha dan Qadhar-Nya.
Setiap risiko yang dihadapi sudah seharusnya ada upaya untuk
menghindari ataupun mengurangi tingkat risiko yang akan terjadi. Upaya yang
dapat dilakukan untuk memproteksi dan mereduksi risiko sangatlah beragam,
salah satu caranya yaitu dengan melakukan perlindungan melalui asuransi takaful.
Upaya perlindungan tersebut bukanlah dalam bentuk menghindari risiko tetapi
mengalihkan atau men-share tingkat risiko yang ada pada salah seorang peserta
takaful dengan sesama agar tingkat risiko tersebut tidak terlalu membebani
hidupnya ataupun pengeluaran pendapatan yang mengancam budget finansialnya.
PT. Asuransi Takaful Keluarga yang berbasis syari’ah menjadi alternatif
umat muslim dalam menghadapi risiko terkait budget finansialnya, asuransi
takaful ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko atau bahaya
2tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari’ah. Sebagai salah satu lembaga
syari’ah yang bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan
ketakwaan serta perlindungan, PT. Asuransi Takaful Keluarga menjadikan semua
peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain.1 Dalam
operasionalnya, lembaga ini mensyaratkan adanya pihak yang mengikat diri untuk
bekerja sama saling menanggung yaitu peserta/ shahibul māl sebagai pihak yang
dilindungi oleh syari’at agar terhindar dari unsur-unsur al-gharar
(ketidakpastian), al-maisir (judi) dan riba (bunga).2
Bpk. Jamaluddin selaku pimpinan PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda
Aceh mengatakan bahwa begitu pentingnya takaful dalam kehidupan masyarakat
muslim karena mengingat manfaat dari asuransi takaful itu sendiri, dimana peserta
selain dapat menabung dia juga akan mendapatkan pertanggungan baik itu
pertanggungan terhadap jiwa ataupun hartanya. Jika seseorang menabung atau
mendepositokan uang ke bank dimana ia hanya akan mendapatkan hasil tabungan
atau hasil deposito saja, dan apabila ia sakit, mengalami kecelakaan atau kejadian
darurat lainnya yang mengancam jiwanya maka uang tabungan atau deposito
tersebut akan terpakai juga untuk kebutuhan darurat tersebut. Berbeda dengan
menabung di asuransi takaful, dimana peserta disamping memperoleh hasil
tabungan serta hasil investasi, ia juga akan memperoleh manfaat berupa
pertanggungan risiko.3
1Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari’ah (Life and General): Konsep dan System
Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.635-636.
2Syarifuddin Usman, Warisan Islam dalam kaitannya dengan warisan asuransi jiwa,
(Yogyakarta: Genta Press, 2013), hlm.26.
3Hasil wawancara dengan Bpk. Jamaluddin (Pimpinan PT. Takaful Keluarga Banda
Aceh), pada Tanggal 16 Januari 2017.
3Dalam pelaksanaan proses kerjasama saling menanggung, pihak
PT.Asuransi Takaful Keluarga sebagai pengelola (operator) dan pihak peserta
sebagai peserta (participant). Masing-masing peserta pada hakikatnya
mengikatkan dirinya/ bergabung dengan peserta lain yang memiliki risiko sejenis,
dimana para peserta tersebut bersepakat untuk memberikan donasi yang
sebanding dengan risiko yang dimilikinya untuk dikumpulkan dan digunakan
untuk membayar kerugian yang diderita oleh anggota yang bergabung dalam
kelompok yang mengalami musibah. Dan oleh karena tidak adanya keahlian para
peserta dalam mengelola sendiri kegiatan pengelolaan risiko tersebut maka
diperlukan tenaga ahli yang kompeten di bidang pengelolaan risiko ini agar
tercapai tujuan dengan baik, disinilah peran perusahaan asuransi dibutuhkan.4
Takafulink Alia merupakan pilihan jenis investasi yang ditawarkan dalam
produk Takafulink Salam/ Takaful Dana Investasi pada PT. Asuransi Takaful
Keluarga. Takafulink Alia menawarkan cara ber-investasi dengan hasil/ return
yang tinggi. Pada jenis investasi Takafulink Alia, pihak perusahaan menyatakan
bahwa sebagian besar dana peserta akan ditempatkan pada instrumen saham
syariah dan sebagian kecil alokasi pada pasar uang syariah.5 Alokasi dana seperti
ini dilakukan agar peserta Alia memperoleh pendapatan yang signifikan sehingga
dapat menguntungkan pihak peserta yang telah menanamkan modalnya dengan
membeli paket yang diharuskan dalam polis asuransi Takafulink Alia.
4Suarni, Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah pada Produk BRIIngin Investama
Syari’ah (Studi PT. Asuransi BRIIngin Life Syari’ah Cabang Makassar), (Tidak diterbitkan:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2006), hlm. 15
5http://www.takaful.co.id/profil-perusahaan,“profil PT. Asuransi Takaful Keluarga”,
diakses pada tanggal 13 Desember 2017.
4Dalam pengelolaan dana investasinya, Takafulink Alia menggunakan
sistem akad wakalah bil ujrah yang artinya perusahaan asuransi atau unit usaha
syari’ah asuransi dikuasakan untuk mengelola dana peserta, dimana pihak takaful
menjadi wakil dari peserta untuk mengelola dana investasi peserta. Adapun
seluruh hasil investasi tersebut nantinya akan langsung dan sepenuhnya masuk ke
rekening peserta itu sendiri, sedangkan PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda
Aceh sebagai pengelola hanya mengambil sejumlah dana untuk jasa pengelolaan
investasi peserta yang disebut sebagai ujrah (fee).
Berdasarkan data awal yang penulis peroleh dari kasus Bapak Muhammad,
yang merupakan salah seorang pemegang polis Takafulink Alia bahwa tingkat
perolehan keuntungan pihak peserta Takafulink Alia tidak kompetitif, bahkan
cenderung lebih rendah dari rate deposito mudharabah Bank Syari’ah pada
periode tahun-tahun awal investasi. Hal itu dirasa tidak kompetitif mengingat
Takafulink Alia sendiri merupakan pilihan investasi yang menawarkan
keuntungan yang signifikan.6
Tingkat perolehan investasi Takafulink Alia ini pun dirasa semakin
menciut disebabkan pihak asuransi menggunakan akad wakalah bil ujrah dalam
pengelolaan investasinya. Dalam hal ini pihak PT. Asuransi Takaful Keluarga
Banda Aceh langsung menetapkan persentase nilai ujrah untuk investasi sebesar
2.50% untuk peserta Alia yang dimana ujrah untuk alia ditetapkan paling besar
persentasenya dibandingkan pilihan jenis investasi lain yaitu istiqamah, mizan dan
ahsan yang rata-rata dibawah 2.50%. Ujrah tersebut dipotong langsung dari nilai
6Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad, salah seorang pemegang polis Takafulink
Alia, pada tanggal 23 Desember 2017.
5kontribusi peserta sedangkan nilai/hasil perolehan dari investasi alia belum pasti
diketahui secara jelas apakah akan berupa keuntungan ataupun kerugian. Dan
takaful tidak ikut serta dalam menanggung risiko terkait kerugian peserta Alia
apabila hasil investasi nantinya mengalami kerugian serta kerugian investasi tidak
berpengaruh ataupun mengurangi jumlah fee yang telah diterima oleh pihak
takaful pada awal perjanjian. Sehingga hal tersebut dirasa dapat merugikan pihak
peserta.7
MUI telah memberikan fatwa mengenai aplikasi akad wakalah bil ujrah
dalam asuransi syari’ah. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006
tentang wakalah bil ujrah pada asuransi syari’ah, memungkinkan perusahaan
asuransi untuk mempergunakan sistem wakalah bil ujrah dalam hal investasi.
Dimana dalam hal ini harus disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban
peserta dan perusahaan asuransi, besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah/ fee.8
Disamping ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-
MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syari’ah,  hukum
Islam telah mengatur bahwa konsep upah harus mempertimbangkan aspek
keadilan. Keadilan berarti sesuai dan tidak boleh mendzhalimi dan merasa
dizhalimi oleh pihak lainnya. Penetapan ujrah (fee) investasi pada peserta Alia
sebesar 2.50% yang lebih tinggi dibandingkan ujrah investasi Itiqamah, Mizan
dan Ahsan dirasakan tidak adil mengingat besarnya risiko spekulatif terhadap
investasi alia ini.
7Ibid…
8Tim Penyusun DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad
Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah dan Reasuransi Syari’ah, Jakarta, 26 November 2008.
6Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut
dalam sebuah karya ilmiah, dengan memberi judul “Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada Produk Investasi Takafulink Alia
(Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh)”.
1.2.  Rumusan Masalah
1. Bagaimana penerapan akad wakalah bil ujrah pada produk investasi
Takafulink Alia  pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh?
2. Bagaimana mekanisme penetapan ujrah pada produk investasi Takafulink
Alia pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh?
3. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan ujrah
pada produk investasi Takafulink Alia pada PT. Asuransi Takaful
Keluarga Banda Aceh?
1.3.Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui penerapan akad wakalah bil ujrah pada produk
investasi Takafulink Alia  pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda
Aceh.
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan ujrah pada produk investasi
Takafulink Alia pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh.
3. Untuk menganalisa ketentuan hukum Islam terhadap mekanisme
penetapan ujrah pada produk investasi Takafulink Alia pada PT. Asuransi
Takaful Keluarga Banda Aceh.
71.4. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan dan
menafsirkan beberapa istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, maka perlu
penulis uraikan terlebih dahulu beberapa istilah yang ada dalam judul sebagai
berikut: Tinjauan Hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan ujrah pada
Produk investasi Takafulink Alia (Studi Kasus pada PT. Asuransi Takaful
Keluarga Banda Aceh).
1.4.1. Hukum Islam
Menurut Anwar Haryono, Hukum Islam adalah “Dasar-dasar atau hukum-
hukum yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang
diwajibkan kepada umat Islam untuk mengetahui dengan sebaik-baiknya, baik
dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia.9 Sedangkan
menurut Haliman, “Hukum Islam adalah apa-apa yang diucapkan oleh Allah SWT
atau apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah SWT kepada manusia melalui
Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW yang berupa wahyu dan segala perkataan
Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan dibukukan dalam
sebuah kitab yang bernama Al-Qur’an (al-Kitab)”.10
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam
adalah peraturan dari Alah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang
mengatur perilaku manusia dengan sang Khaliq dan manusia dengan manusia
lainnya untuk mencapai ketenangan hidup di dunia dan akhirat.
9Anwar Haryono, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Kencana, 1999),
hlm. 63.
10Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam menurut Ajaran Ahlus Sunnah, (Jakarta:Bulan
Bintang, 1991), hlm. 30.
81.4.2. Mekanisme
Kata ‘mekanisme’ diartikan: cara kerja suatu organisasi (perkumpulan).11
Mekanisme juga dapat diartikan sebagai cara atau prosedur pelaksanaan suatu
kegiatan.12
Mekanisme yang penulis maksud di sini adalah prosedur yang telah dibuat
oleh perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga dalam hal menetapkan ujrah
pengelolaan investasi Takafulink Alia.
1.4.3. Ujrah
Ujrah menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, karena
itu lafaz ujrah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan
suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu
kegiatan.13 Di dalam kamus perbankan syari’ah, upah juga dijelaskan sebagai
imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.14
Adapun pengertian ujrah yang dimaksudkan disini adalah upah atau fee
yang besar persentasenya telah ditetapkan dan dipotong diawal perjanjian oleh
PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh atas jasanya dalam mengelola dana
investasi peserta produk Takafulink Alia.
1.4.4. Investasi
Kamaruddin Ahmad mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan
investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh
tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Dalam definisi
11Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1990), hlm. 570.
12Ibid..hlm. 675.
13Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad, 2002), hlm. 29.
14Maryanto Supriyono, Buku Pintar Perbankan, (Yogyakarta: Andi,2011), hlm. 162.
9ini, investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan sebagaimana yang diharapkan.15
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai
penanaman uang di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh
keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan
di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi.16
Adapun pengertian investasi yang dimaksudkan disini adalah penanaman
modal atau uang yang diberikan oleh peserta untuk kemudian dikelola oleh
perusahaan asuransi PT. Takaful Keluarga Banda Aceh dengan tujuan untuk
mencari penghasilan atau keuntungan di masa yang akan datang.
1.4.5. Takafulink alia
Takafulink Alia merupakan pilihan jenis investasi produk Takafulink
Salam pada PT. Asuransi takaful Keluarga. Takafulink Alia menawarkan cara ber
investasi dengan hasil yang tinggi dan risiko yang tinggi pula. Pada jenis Investasi
takafulink alia, sebagian besar dana peserta akan ditempatkan pada instrumen
saham syariah dan sebagian kecil alokasi pada pasar uang syariah.
1.5. Kajian Pustaka
Penelusuran kepustakaan menjadi hal yang harus dilakukan oleh Peneliti
untuk menghindari kesamaan pembahasan. Melalui judul penelitian yang diajukan
penulis, maka tinjauan kepustakaan (literature review) akan ditelaah menjadi dua
15Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari’ah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan
Agama), (Jakarta:  Kencana, 2012) , hlm. 150.
16Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi
Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 68.
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variable yaitu kajian tentang mekanisme penetapan ujrah produk investasi
Takafulink Alia dan kaitannya dengan hukum Islam.
Menurut peneliti ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian yang pernah
dilakukan sebelumnya atau serupa dengan topik “Mekanisme Penetapan Ujrah
pada Produk Investasi Takafulink Alia PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda
Aceh” belum pernah dilakukan. Namun ada beberapa tulisan yang secara tidak
langsung berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan penulis. Di antara
tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam
terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada Produk Investasi Takafulink Alia
(Studi kasus pada PT Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh)yaitu:
Pertama,karya ilmiah yang ditulis oleh Yuniarti, yang berjudul “Analisis
Investasi dan Proyeksi Keuntungan produk Asuransi Takafulink Salam Keluarga
(dana istiqamah) pada PT Asuransi Takaful cabang banda aceh, (Tidak
diterbitkan:  Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, Tahun 2011).  Tulisan ini secara
umum membahas tentang Takafulink Salam Keluarga (Dana Istiqamah) yang
menawarkan  cara berinvestasi dengan hasil yang stabil dan risiko aman, karena
dana yang terkumpul dari peserta asuransi akan ditempatkan pada instrument
Investasi berpendapatan tetap. Pada pilihan itu seluruh dana akan ditetapkan pada
instrument investasi berpendapatan tetap berbasis syariah dan sebagian kecil
alokasi pada pasar uang syariah. Risiko investasinya tidak fluktuatif, yakni yang
tidak berisiko lebih besar. Selaras dengan arti istiqamah yakni lurus dan stabil.
Kedua, karya ilmiah yang ditulis oleh Trisna Wardani, yang berjudul
“Persepsi Peserta terhadap Sistem Proteksi Kerugian pada Investasi Takafulink
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Alia di PT. Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh”, (Tidak diterbitkan: Fakultas
Syari’ah IAIN Ar-Raniry, Tahun 2012 M). Tulisan ini membahas tentang cara
perusahaan Takaful dalam meminimalisir risiko yaitu yang pertama menyarankan
kepada peserta Takafulin Alia untuk mengambil produk asuransi dalam jangka
waktu panjang minimal 5 tahun (tujuannya yaitu untuk menghindari kerugian),
kedua yaitu menyarankan Top Up di luar premi dasar seperti simpanan sukarela
pada koperasi (karena jika terjadi kerugian terhadap hasil Investasi maka peserta
tidak akan rugi secara menyeluruh).
Ketiga, karya ilmiah yang ditulis oleh Cicilia Putri Ardila, yang berjudul
“Implementasi Wakalah bil Ujrah pada Produk Takafulink Salam ditinjau
Menurut Ekonomi Islam”, (Tidak diterbitkan: Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013 M). Dari hasil penelitian yang diperoleh
bahwa implementasi wakalah bil ujrah pada produk Takafulink Salam di PT.
Asuransi Takaful Keluarga Pekan Baru telah sesuai dengan konsep wakalah bil
ujrah pada Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang wakalah bil
ujrah pada asuransi syari’ah dan reasuransi syari’ah, namun dalam proses
terjadinya akad antara peserta dengan PT. Takaful Keluarga ada unsur
ketidaktahuan peserta terhadap maksud dari akad wakalah bil ujrah, menurut
ekonomi Islam implementasi wakalah bil ujrah dalam hal ketidaktahuan peserta
tersebut hukumnya dimaafkan karena pada dasarnya ketidaktahuan bukan tentang
ketentuan perjanjian namun karena istilah wakalah bil ujrah merupakan hal yang
baru bagi mereka.
12
Keempat, karya ilmiah yang ditulis oleh Kunnaenih, yang berjudul
“Penerapan Akad Wakalah bil Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan PT.
Takaful Keluarga dan PT BRIIngin Life Syari’ah”, (Tidak diterbitkan: Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). Dari hasil penelitian
yang diperoleh bahwa tidak dicantumkannya pernyataan akad wakalah bil ujrah
pada formulir permohonan asuransi BRIIngin Danasiswa Syari’ah , tidak
tercantumnya alokasi dana Investasi dalam ketentuan-ketentuan polis, serta
ketidaklengkapan ujrah/biaya pada ilustrasi polis, akan tetapi hal tersebut akan
didapatkan melalui proses wawancara dengan pihak perusahaan. Dan mengenai
ketentuan besaran, cara dan pemotongan fee dan mengenai berakhirnya wakalah
bil ujrah dapat disimpulkan sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI.
Selain karya ilmiah, penulis juga menggunakan beberapa buku pokok
lainnya sebagai referensi kepustakaan dalam penelitian ini seperti buku karangan
Muhammad Syakir Sula yang berjudul Asuransi Syari’ah (Life and General) yang
membahas konsep dan sistem operasional asuransi syari’ah. Buku karangan Hendi
Suhendi dan Deni K. Yusup yang berjudul Asuransi Takaful yang  membahas
teori dan praktek asuransi Takaful. Kemudian buku karangan Hendi Suhendi yang
berjudul Fiqh Muamalah yang membahas tentang syarat dan rukun upah dalam
Islam. Dan penulis juga menggunakan buku penunjang lainnya untuk melengkapi
penelitian ini.
1.6. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian deskkriptif kualitatif. Sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh
13
M. Nazir bahwa “Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang meneliti suatu
kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang
bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematika,
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara
fenomena yang diselidiki.17 Adapun metode kualitatif digunakan untuk
mendapatkan data yang mendalam dan lebih penuh dengan makna.18
1.6.1. Metode pengumpulan data
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah field research (Penelitian Lapangan) dan library research (Penelitian
kepustakaan).
1.6.1.1. Field Research
Field research adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu
penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang
menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu penulis mendatangi PT. Asuransi
Takaful Keluarga Banda Aceh yang beralamat di Jl. Ir. Moh.Taheer, Lueng Bata -
Banda Aceh,  untuk menggali informasi yang berkaitan dengan judul penelitian.
1.6.2.2 Library Research
Library research penulis lakukan dengan membaca, mempelajari dan
menelaah buku-buku serta referensi-referensi di beberapa perpustakaan yang ada
di Banda Aceh yang berhubungan dengan keperluan penelitian. Sebagai buku
primer yang digunakan yaitu buku yang berjudul Asuransi Takaful (dari teoritis
ke praktis) yang ditulis oleh Hendi Suhendi dan Deni K.Yusup, buku Fiqh
17Muhammad Nazir, Metode penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 1998), hlm.63
18Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitafif Kualitatif  dan R&D,  (Bandung: Alfabeta,
2013), hlm. 9
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Muamalahyang ditulis oleh Hendi Suhendi, buku Asuransi Syari’ah (Life and
General) karya Muhammad Syakir Sula, buku Peran Nilai dan Moral dalam
perekonomian Islamyang ditulis oleh Yusuf Qardhawi, dan buku-buku pendukung
lainnya untuk melengkapi serta penulis juga menggunakan literature-literatur
pendukung lainnya, seperti media massa, internet dan lain-lain yang berkaitan
dengan objek penelitian untuk penelitian ini.
1.6.2. Teknik pengumpulan data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk
membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara
(interview) dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.
1.6.2.1. Wawancara (interview)
Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang
diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang
berhubungan dengan masalah penelitian.19 Peneliti melakukan wawancara dengan
seorang pimpinan PT. Asuransi Takaful Banda Aceh sehubungan dengan topic
pembahasan.
1.6.2.2. Dokumentasi
Yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data
tertulis yang didapat penulis dari tempat penelitian yaitu PT. Asuransi Takaful
Banda Aceh, mengenai gambaran umum lokasi penelitian, struktur organisasi
perusahaan, dan data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap
dalam penelitian.
19Marzuki Abu Bakar, Metodologi Penelitian, (Banda Aceh , 2013), hlm. 57.
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1.6.3. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan teknik
wawancara adalah kertas, pulpen, recorder (alat perekam) untuk mencatat serta
merekam keterangan-keterangan yang disampaikan oleh sumber data. Dan untuk
teknik dokumentasi penulis langsung mengambil data yang diperlukan
berhubungan dengan judul penelitian.
1.6.4. Langkah-langkah Analisis Data
Adapun langkah-langkah dalam analisis data dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Langkah pertama adalah memaparkan hal yang melatar belakangi masalah
atau back ground awal terkait alasan penulis untuk mengangkat  judul
penelitian ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan
Ujrah pada produk Investasi Takafulink Alia (Studi kasus pada PT
Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh), kemudian menetapkan pokok
permasalahan serta tujuan pembahasan, memillih metode pengumpulan
data, teknik pengumpulan data dan langkah-langkah analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini.
b. Langkah kedua adalah memaparkan serta mengkaji teori-teori yang ada
mengenai bagaimana ketentuan hukum Islamdalam menetapkan ujrah
untuk produk investasi asuransi syari’ah.
c. Langkah ketiga yaitu mencari serta menjelaskan jawaban dari pokok
permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan hasil kajian. Penulis akan
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memaparkan hasil penelian yang diperoleh dari sumber data lalu
menjawab permasalahan berdasarkan ketentuan hukum Islam.
1.7.Sistematika Pembahasan
Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika
pembahasan guna memudahkan penelitian. Dengan demikian penulis membagi
hasil penelitian ini ke dalam empat bab dengan sisitematika sebagai berikut :
Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode
Penelitian yang terdiri dari: Jenis penelitian, Metode Pengumpulan Data, Teknik
Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Langkah-langkah Analisis Data, dan
terakhir Sistematika Pembahasan.
Bab dua membahas tentang definisi ujrah dan dasar hukum ujrah, rukun
dan syarat ujrah dalam Islam, waktu penerimaan ujrah serta asuransi syari’ah dan
akad wakalah bil ujrah.
Bab tiga membahas tentang akad wakalah bil ujrah pada produk investasi
Takafulink Alia, mekanisme penetapan ujrah pada produk investasi Takafulink
Alia, serta ketentuan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan ujrah pada
produk investasi Takafulink Alia.
Bab empat merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisi
kesimpulan dari pemaparan skripsi dan saran-saran dari penulis yang berkaitan
dengan pembahasan yang dibahas.
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BAB DUA
KONSEP AKAD WAKALAH BIL UJRAH DALAM FIQH MUAMALAH
2.1. Definisi dan Dasar Hukum Ujrah dalam Fiqh Muamalah
2.1.1. Definisi Ujrah
Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, dimana ia
tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Salah
satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup sosial (muamalah) ialah upah-
mengupah, yang dalam fiqih Islam disebut ujrah.
Ujrah menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, karena
itu lafaz ujrah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan
suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu
kegiatan.1
Dalam Bahasa Arab, upah disebut ujrah atau ajr, yang merupakan bentuk
masdar dari kata kerja ya’jir atau ajr, yang berarti memberi hadiah atau upah atas
suatu pekerjaan.2 Dari segi bahasa al-ajru berarti ‘iwadh (ganti) kata, al-ujrah
atau, al-ajru yang menurut bahasa berarti ganti, dengan kata lain imbalan yang
diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam istilah
fiqh tidaklah jauh dari maknanya secara bahasa, dalam konteks akad jasa ini, upah
dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas
pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.3
1Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29.
2Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia, edisi II, (Surabaya:
Pustaka Progresif, 1997), hlm. 9.
3Afzalurahman, Muhammad sebagai Pedagang,(Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy, 2000),
hlm. 395.
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Wahbah Zuhaili dalam buku karangannya yang berjudul “Fiqih Imam
Syafi’I”, menerangkan bahwa pada garis besarnya ujrah terdiri atas :
1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti
rumah, pakaian dan lain-lain.
2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.
Upah jenis ini bisa disebut juga dengan Ijarah ‘ala al-mal yakni jual-beli
jasa seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan sebagainya.4
Dalam masalah pengupahan, Islam menempatkan suatu pembahasan
dalam kitab fiqh yang terdapat dalam bab ijarah. Secara bahasa ijarah dan ujrah
mempunyai makna upah, sewa jasa atau imbalan.5 Transaksi ijarah merupakan
salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari objeknya ijarah terbagi menjadi dua
yaitu ijarah terhadap benda atau sewa menyewa, misalnya sewa menyewa rumah,
kendaraan dan lain-lain dan ijarah terhadap pekerjaan atau upah mengupah yang
memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan mislanya tukang batu,
buruh bangunan, dan lain-lain.6
Ulama Mazhab yaitu Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hanbali tidak berselisih
dalam menerangkan definisi ijarah yaitu sebagai transaksi terhadap suatu manfaat
dengan suatu imbalan dan sifatnya tertentu. Konsep upah muncul dalam kontrak
ijarah, yaitu pemilikan jasa dari seseorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya)
oleh musta’jir (orang yang mengontrak tenaga). Ijarah merupakan transaksi
4Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, Jilid 2 (terj. Muhammad Afifi Abdul Hafiz),
(Jakarta:Almahira, 2010), hlm. 180.
5Muhammad Yunus, Kamus Arab – Indonesia, (Jakarta:PT. Hidakarya Agung, 1989),
hlm. 34.
6M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Mualamah), (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 158.
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terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan
inilah yang disebut al-ujrah atau upah.
Dalam terminologi fiqh muamalah, kompensasi dalam transaksi antara
barang dengan uang disebut tsaman atau harga, sedangkan transaksi uang dengan
tenaga kerja manusia disebut upah/ wages.7 Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie
sebagaimana yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi, ijarah adalah akad yang
objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat
dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Menurut Idris Ahmad bahwa
upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti
menurut syarat-syarat tertentu.8
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar
sesuatu barang/ jasa dengan imbalan tertentu, yang diterjemahkan ke dalam
Bahasa Indonesia berarti sewa - menyewa dan upah – mengupah, adapun sewa
menyewa adalah menjual manfaat sedangkan upah-mengupah adalah menjual
tenaga atau kekuatan.9
2.1.2.  Dasar Hukum Ujrah
Dasar pengambilan hukum dalam hukum islam yang telah disepakati oleh
para ulama yaitu Al-Qur’an, Hadist, Ijma’ dan Qiyas. Adapun dalam masalah
akad ujrah, mayoritas ulama fiqh mendasarkan hukum ujrah pada 3 sumber
hukum Islam yaitu: Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma’.
7Hendrie Anto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami, (Yogyakarta: Ekonomi,2003), hlm. 224
8Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 115
9Ibid..
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a. Dasar hukum dalam Al-Qur’an
1) Surat at-Thalaq ayat 6
         
                    
                 
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-
isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.10
2) Surat Al-Baqarah ayat 233
                       
        
Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”11
Ayat pertama di atas (At-Thalaq: 6) menjelaskan bahwa para wanita
yang dipekerjakan untuk menyusui anak dan sang ayah memiliki kewajiban
membayar upah atas jasa penyusuan tersebut. Sedangkan pada ayat kedua (Al-
10Al-Qur’anul Karim dan terjemahannya
11Ibid..
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Baqarah: 232) tersebut menegaskan bahwa dalam hal pembayaran upah
haruslah diberikan secara sepatutnya ataupun sesuai dengan jasa yang telah
ىdilakukan.
b. Dasar hukum dalam hadis Nabi SAW
1) Hadis tentang menggembala kambing dengan Upah Qararith
 ةرره بيا نعلاق لمسو هیل  الله لىص بينلا نع هنع الله ضير ام :ثعب ا ن الله
نمغلا ىعر٬هباصحا لاقف:تنا و؟لاقف:معن٬ةكم لهلا طیرارق لى  اها را تنك
)يرا بلا هاور(
Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a, dari Nabi Saw, beliau bersabda: “Tidaklah
Allah mengutus seorang Nabi kecuali menggembala kambing”. Para
sahabat bertanya, “dan engkau juga?” beliau menjawab, “iya, dulu
aku menggembala kambing milik penduduk Mekah dengan upah
Qararith”. (HR. Bukhari;:{“?
)12
2) Hadis tentang membayar upah tukang bekam
 بين نا : ام ن  س ا نعلىصمج حا لمسو هیل  الله٬هرجا ما لحا ىطعاو
)يرا بلا هاور(
Artinya: “Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Nabi SAW pernah berbekam,
kemudian beliau memberi upah kepada si pembekam”.(HR.
Bukhari)13
3) Hadis tentang dosa orang yang tidak membayar upah pekerja
 الله لىص بينلا نع هنع الله ضير ةرره بيا نع دیعس بيا ن  دیعس نع:لاق لمسو هیل
ةما قلا موی مهمصخ ا ةثلاث :لىاعت الله لاق٬رد  ثم بى ىطعا ل ر٬ كلاف ارح ع  ل رو
هنثم٬ هرجا هطعی لمو ه م فىوتساف اير ا رجؤتسا ل رو)يرا بلا هاور(
12Ibnu HajarAl-Asqalani, Fathul Baari, (terj. Amiruddin), jilid ke-13, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2010), hlm. 44.
13Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (terj. Ahmad Taufiq
Abdurrahman), jilid 2, (Jakarta: Pusaka Azzam, 2007), hlm. 304.
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Artinya: “Dari Sa’id bin Abi Sa’id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,
beliau bersabda: “Allah SWT berfirman: ‘Tiga golongan yang aku
menjadi lawan mereka pada hari kiamat, [yaitu]: orang yang
memberi karena aku kemudian melanggar, orang yang menjual
orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang menyewa
pekerja lalu dia menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tidak
memberikan upahnya”( HR. Bukhari) .14
c. Dasar hukum Ijma’
Hampir semua ulama ahli fiqh sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam
Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya seperti Abu Bakar Al-
Ahsam, Ismail ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi dan Ibn Kaisan
beralasan bahwa ijarah adalah jual-beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang
(tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual-beli.15
Ijarah adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu
dengan jalan penggantian. Misalnya seperti suatu rumah umpamanya milik A
dimana dimanfaatkan oleh B untuk ditempati, B membayar kepada A dengan
sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat itu, dan hal ini disebut
dengan ijarah (sewa-menyewa). Atau semisal adanya seseorang umpamanya C
bekerja pada D, dengan perjanjian bahwa D akan membayar sejumlah imbalan
sesuai pekerjaannya yang disebut juga ijarah (upah-mengupah). Melihat hal
tersebut rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan tanpa ber ijarah dengan
manusia lain.  Oleh sebab itu para  ulama menilai bahwa ijarah ini merupakan
suatu hal yang boleh dan kadang perlu untuk dilakukan. Walaupun ada pendapat
14Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari, (terj. Amiruddin), jilid 13, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2010), hlm. 60
15Rachmad Syafei, Fiqh Muamalah, hlm. 123
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yang melarang ijarah, tetapi oleh jumhur ulama pandangan yang ganjil itu
dipandang tidak ada.16
2.2. Rukun dan Syarat Ujrah dalam Fiqh Muamalah
2.2.1. Rukun Ujrah
Suatu Akad wakalah bil ujrah akan sah apabila terpenuhi syarat dan rukun
yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Rukun adalah unsur-unsur yang
membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur
tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-
unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan
seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur  yang membentuk sesuatu itu
disebut rukun.17
Adapun menurut jumhur ulama, rukun Ujrah ada (4) empat, yaitu:
1) A’qid (orang yang berakad)
Aqid yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah
mengupah. Orang yang memberikan upah dan menyewakan disebut mu’jir dan
orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu
disebut musta’jir.18
Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan
untuk melakukan suatu akad, maka golongan Syafi’iyah dan Hanabilah
16Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), hlm. 29-30
17Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah : Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih
Muamalat, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),  hlm.95.
18Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117
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menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah
dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.19
Agar suatu perikatan yang dijalankan oleh subjek perikatan terpenuhi,
maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun dalam melaksanakan akad
wakalah bil ujrah maka para subjek harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik
wakil maupun muwakil. Adapun subjek akad ini (mu’jir dan musta’jir)
disyaratkan harus baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan
harta), dan saling meridhai.20
2) Sighat
Sighat yaitu pernyataan ijab dan qabul antara mu’jir dan musta’jir.21
Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat terjadi melalui: lisan, tulisan,
isyarat dan sebagainya.
3) Upah (Ujrah)
Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik itu
dalam hal sewa – menyewa ataupun dalam hal upah – mengupah.
4) Barang yang disewakan
Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah
mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat:
a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-
mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
19Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi tentang Teori Akad Dalam Fiqih
Muamalat,… hlm.95
20Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah.., hlm. 117.
21Ibid., hlm.118.
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b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah
dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya
(khusus dalam sewa-menyewa).
c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh)
menurut Syara’ bukan hal yang dilarang (diharamkan).
d. Benda yang disewakan kekal ‘ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan
menurut perjanjian dalam akad.22
2.2.2 Syarat Ujrah
Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan
dengan ujrah atau upah , yaitu:
1) Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Pemberian upah harus
dilakukan dengan dasar kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan
perjanjian dan bukan karena keterpaksaan.
2) Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang
berakad. Upah harus dilakukan dengan musyawarah dan konsultasi yang
terbuka, sehingga dapat terwujudnya di dalam diri para pihak untuk
melaksanakan hak dan kewajiban yang ada padanya.
3) Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad untuk mengekploitasi
kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.23
4) Upah harus dari suatu perbuatan yang jelas batas waktu pekerjaannya,
misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan. Dan
22Ibid.
23Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, (Jakarta: Robbani
Press, 2001), hlm. 308.
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harus jelas pekerjaannya, misalnya pekerjaan mencuci, memasak dan
sebagainya. Artinya dalam masalah upah-mengupah,  diperlukan adanya
uarain pekerjaan dan tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam
ketidakjelasan periode waktu atau atau jenis pekerjaannya.
5) Upah harus berupa mal mutaqawwim (harta yang bernilai) dan upah tersebut
harus dinyatakan secara jelas (baik dari segi jenis upahnya, besar upah dan
sebagainya). Kejelasan dilakukan secara konkrit atau dengan menyebutkan
kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, sehingga
nilai tersebut disyaratkan harus diketahui secara jelas. Hal ini ditetapkan
berdasarkan sabda Rasulullah SAW. yang artinya: “Barangsiapa
mempekerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya”.24
2.3. Waktu Penerimaan Ujrah (upah)
Adapun ujrah atau upah berhak diterima karena hal-hal sebagai berikut:
1) Ketika selesainya suatu pekerjaan. Hal ini sesuai dengan tuntunan dari
hadis Rasulullah Saw.yang artinya: “Berikanlah upah kepada pekerja
sebelum keringatnya kering”.
2) Ketika manfaat sudah didapatkan secara sempurna, hal ini apabila objek
akad yaitu suatu barang. Apabila barang tersebut rudak sebelum diambil
manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu sedikitpun akad sewa
menjadi batal.
24Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo
Persada,2002), hlm. 185-187.
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3) Kemungkinan untuk mengambil manfaat secara sempurna, yaitu ketika
telah berlalu suatu masa yang didalamnya manfaat mungkin diambil
secara sempurna, meskipun manfaat tidak benar-benar diambil.
4) Upah dapat dibayar di muka / diawal, apabila pihak yang berakad
melakukan kesepakatan untuk mempercepat pembayaran upah.25
2.4. Asuransi Syari’ah dan Akad Wakalah bil Ujrah
2.4.1. Asuransi Syari’ah dan Dasar Hukum Asuransi Syari’ah
1) Definisi Asuransi Syari’ah
Dari segi bahasa, asuransi berasal dari bahasa Inggris insurance dan bahasa
Belanda verzekering atau asurantie yang berarti pertanggungan atau penjaminan.
Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang
berasal dari bahasa arab yakni takafala- yatakafulu- takaful yang berarti saling
menanggung atau saling menjamin.26
Dalam Ensikolopedi Indonesia disebutkan bahwa asuransi ialah jaminan
atau pertanggungan yang diberikan oeh penanggung (biasanya kantor asuransi)
kepada yang tertanggung untuk risiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam
perjanjian (polis) bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan dan sebagainya
ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian atau kecelakaan lainnnya, dengan
25Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid ke-4, (terj. Mukhlisin Adz.Dzaki dkk), (Surakarta:
Insan Kamil, 2016), hlm. 15-16.
26Hendi Suhendi & Deni K. Yusuf, Asuransi Takaful (dari teorotis ke praktis), (Bandung:
Mimbar Pustaka Bandung, 2005), hlm.1.
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yang tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung
tiap-tiap bulan.27
Menurut Muhaimin Iqbal, yang dimaksud dengan asuransi syariah adalah
suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-
menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator syariah yang
berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur’an (firman Allah yang
disampaikan kepada nabi Muhammad SAW) dan Al-Sunnah (teladan dari
kehidupan nabi Muhammad SAW).28
Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001
tentang Pedoman Umum Asuransi Syari’ah disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan asuransi syari’ah (ta’min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling
melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi
dalam bentuk aset dan/ atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk
menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari’ah.
Adapun akad (perikatan) yang syari’ah adalah akad yang tidak mengandung
gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah
(suap), barang haram, dan maksiat.29
Dari pengertian Asuransi tersebut, menunjukkan bahwa asuransi
mempunyai unsur-unsur yaitu:
27M.Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2003), Cet.ke-4,
hlm. 95.
28Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syariah dan Pratik, (Jakarta: Gema Insani,2006),
hlm.2.
29Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari’ah (dalam perspektif kewenangan peradilan
agama), (Jakarta: Kencana, 2012),  hlm.238.
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a. Adanya pihak tertanggung
b. Adanya pihak penanggung
c. Adanya perjanjian asuransi
d. Adanya pembayaran premi
e. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita
tertanggung)
f. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.30
Jadi asuransi syari’ah adalah suatu pengelolaan risiko yang memenuhi
ketentuan syari’ah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan
perusahaan asuransi.31
2) Dasar Hukum Asuransi Syari’ah
a. Al- Qur’an
Dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang mengandung konsep atau
muatan nilai-nilai dasar dari praktik asuransi. Diantaranya yaitu:
1. Perintah untuk mempersiapkan masa depan
QS. Al-Hasyr: 18
            
    
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
30Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 11
31Muhammad Iqbal, Asuransi Umum Syari’ah dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani,
2006), hlm. 2
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untuk hari esok (akhirat). Dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui yang kamu kerjakan.”32
2. Perintah untuk saling tolong menolong dan kerja sama
QS. Al-Maidah: 2
                
    
Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan
takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan
permusuhan”.33
3. Perintah untuk saling melindungi dalam keadaan susah
QS. Al-Quraisy: 4
        
Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan
lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”.34
b. Hadis Nabi SAW
1) Hadis tentang meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan
لاق هنع الله ضير صاقو بيا ن  دعس نع:ةكبم او نيدوعی لمسو هیل  الله لىص بينلا ءا٬
انهم رجاه تيلا ضرلا  تويم نا هرك  وهو.لاق:تلق ءارفع ن ا الله حمر: الله لوسر
هكل ليابم صيوا؟لاق:لا.تلق:رطشلاف.لاق:لا.تلق:ثلثلا.لاق:ثلثلاف٬ يرثك ثلثلا و
 تقفنا ما  كناو ميهدیا في سانلا نوففكتی ا  مهعدت نا نم ير  ءاینغا كتثرو عدت نا كنا
32Al-Qur’anul Karim dan terjemahannya
33Ibid..
34Ibid..
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ةقدص انهاف ةقفن نم٬كتارما في لىا اهعفر  تيلا ةمقل ا تىح٬ كب عقتن ف كعفر  نا الله سعو
 با  ذؤموی  نك  لمو نورخا كب ضریو سةن(يرا بلا هاور)
Artinya:“Dari Sa’ad bin Abi Waqqash r.aberkata, “Nabi Saw. datang
menjengukku dan (ketika itu) aku berada di Makkah. Beliau tidak suka
meninggal dunia di negeri yang beliau telah berhjrah darinya. Beliau
bersabda, “semoga Allah merahmati Ibnu Afra’, aku berkata, “wahai
Rasulullah! Aku mewasiatkan seluruh hartaku”. Beliau Saw. bersabda
“Tidak”. Aku berkata, “sepertiga?”. Beliau bersabda, “sepertiga, dan
sepertiga itu banyak. Sesunggunya engkau meninggalkan ahli warismu
dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada engkau meningglkan
mereka dalam keadaan miskin, menengadahkan tangan kepada manusia;
dan sesungguhnya apa saja yang engkau nafkahkan, maka itu adalah
sedekah, hingga suapan yang engkau letakkan di mulut istrimu. Semoga
Allah mengangkatmu (memperpanjang usiamu) dan memberi manfaat
segolongan manusia karenamu dan memberi mudharat sebagian yang
lain”. Ia tidak memiliki (ahli waris) saat itu kecuali seorang anak
perempuan.35
2) Hadis tentang menghilangkan kesulitan orang lain
لاق نا فس ن  نسلحا بر ا:لاق دیعس ن  ةبی ق انثد:ثیل انثد٬ل قع نع٬ نع
يرهزلا٬لماس نع٬هیبا نع:الله لوسر نا٬لاق:هملس  لاو هملظی لا لمسلما وخا لمسلما٬ نم
ه جا  في الله نكا ه خا ة ا  في نكا٬ةبر  لمسم نع جرف نمو٬ نم ةبر  هنع ابه الله جرف
ةما قلا موی بر٬لمسم ترس نمو٬الله هترسةما قلا موی.
Artinya:“Al-Hasan bin Sufyan mengabarkan kepada kami, ia berkata Al-
Quthaibah bin Sa’id menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits
menceritakan kepada kami, dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari
ayahnya bahwa Rasulullah Saw.bersabda: “Orang muslim adalah
saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh mendzaliminya dan tidak
boleh merendahkan/menghinanya. Barangsiapa yang membantu
memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah SWTakan memenuhi
kebutuhannya. Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang
muslim, maka Allah SWT akan melepaskan kesusahan-kesusahannya
pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang
muslim, maka Allah SWT akan menutup aibnya pada hari kiamat.”36
35Ibnu HajarAl-Asqalani, Fathul Baari, (terj. Amiruddin), jilid ke-13, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2010), hlm. 400-401
36Ala’uddin Ali bin Baban Al-Farisi, Shahih Ibnu Hibban jilid ke-2, (terj. Mujahidin
Muhayyan dan Saiful Rahman Barito), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),  hlm. 376-377
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c. Ijtihad
1) Praktik Sahabat
Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi)
pernah dilaksanakan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab. Beliau berkata :
“Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima
bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman
(ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh seorang
anggota masyarakat mereka”. Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan
perintah untuk menyiapkan daftar secara profesional per wilayah, dan orang-orang
yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.37
2) Ijma’
Para sahabat telah melakukan kesepakatan dalam hal aqilah yang
dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijma’ atau kesepakatan ini
tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini.
Aqilah adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki
(asabah) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara
tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung
pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut.
Dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar, dapat disimpulkan
bahwa telah mendapat ijma’ di kalangan sahabat Nabi SAW mengenai persoalan
ini.38
37Ibid., hlm.194
38Ibid..
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3) Qiyas
Yang dimaksud dengan qiyas adalah metode ijtihad dengan
jalanmenyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya didalam al-
Qur’an dan al-sunnah/al-hadits karena persamaan illat (penyebab atau alasannya).
Dalam kitab Fathul Bari sebagaimanayang dikutip oleh Wirdyaningsih disebutkan
bahwa dengan datangnyaIslam sistem aqilah diterima Rasulullah SAW menjadi
bagian darihukum Islam. Ide pokok dari aqilah adalah suku Arab zaman
dahuluharus siap untuk melakukan kontribusi finansial atas nama sipembunuh
untuk menbayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada
praktik asuransi saat ini. Jadi, jika dibandingkan permasalahan asuransi syari’ah
yang ada pada saat ini dapat di-qiyas-kan dengan sistem aqilah yang telah
diterima di masa Rasulullah.39
2.4.2. Konsep Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syari’ah
1) Definisi Wakalah bil Ujrah
Dalam Islam dikenal adanya lembaga wakalah yang berfungsi untuk
memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang akan melakukan suatu tugas
dimana ia tidak bisa secara langsung menjalankan tugas itu sehingga kemudian ia
mewakilkan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk
melakukannya.Wakalah secara bahasa berarti perlindungan (al-hifzh), pencukupan
(al-kifayah), tanggungan (al-dhaman), atau pendelegasian (al-tahwidh).
39Cicilia Putri Ardila, “Implementasi Wakalah bil Ujrah pada Produk Takafulink Salam
Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”, (Tidak diterbitkan: Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN
Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), hlm. 35.
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Sedangkan menurut istilah wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan,
yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam
bertindak (bertasharruf).40
Wakalah merupakan perjanjian, pelimpahan pendelegasian wewenang atau
kuasa dari pihak pertama (peserta asuransi)  kepada pihak kedua (perusahaan
asuransi) untuk melaksanakan sesuatu sebatas atas nama pihak pertama, untuk
kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Akad wakalah
bil ujrah ini dapat terjadi antara perusahaan asuransi syari’ah dengan peserta,
perusahaan asuransi dengan marketing (agen), ataupun perusahaan asuransi
dengan perusahaan reasuransi.41
Wakalah bil ujrah adalah pelimpahan kekuasaan dari seseorang sebagai
pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal yang diwakilkan
(dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau
wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, dan atas jasanya melakukan tugas
tersebut pihak kedua berhak mendapatkan ujrah/ upah.42
Bila akad wakalah bil ujrah tersebut diaplikasikan ke dalam bentuk
asuransi, maka wakalah bil ujrah yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada
perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujrah (fee).
Dalam kontrak peserta menyetujui kontribusinya dijadikan tabarru’ dan
digunakan untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dalam bentuk
hibah. Tercantum pula persetujuan kontribusi yang dimasukkan dapat
40Ibid., hlm. 20
41Abdul Amrin, Meraih Berkah Melalui Asuransi Syari’ah, (Jakarta: Gramedia, 2011),
hlm. 107.
42Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 52/DSN-MUI/III/2006,
tentang Wakalah bil Ujrah, hlm.
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diInvestasikan dan dikelola sesuai prinsip syariah, persetujuan pembayaran klaim/
manfaat asuransi, provisi dan cadangan sesuai pedoman dan kebijakan otoritas.
Persetujuan tersebut juga dalam hal membayar biaya wakalah bil ujrah (fee)
kepada perusahaan asuransi.43
2) Dasar Hukum Wakalah bil Ujrah
a. Al-Qur’an
1. QS. Al-Maidah: 1
                   
         
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang
mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya”.
2. QS. Al-Hasyr: 18
              
    
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
43Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana,2009), hlm.
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3. QS. An-Nisa’: 58
                    
              
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya dan bila kamu menetapkan hukum
diantara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya
Allah Maha Mendengar Maha Melihat”.
b. Hadist Nabi SAW
1. Hadist Riwayat Abu Daud
 لاق ر ا  نع; رابر خ لىا جورلخا تد٬لاقفلوسر اللهلمسو هیل  الله لىص:لاق اذا
44(دواد وبا هاور) اقسو شرع ةسخم ه م ذفخ ٬ليیو ت تا
Artinya: “Dari jabir, ia berkata: ‘Saya hendak pergi ke Khaibar, lalu Nabi Saw
dan beliau bersabda, “Jika engkau berjumpa dengan wakilku, maka
ambillah darinya lima belas wasaq’.”(HR. Abu Daud).
2. Hadis Muttafaq ‘alaih
 كيلالما يد اسلا ن ا نع دیعس ن  سر نعلاق هنا:لخا ن  رعم نىلمعتسا باط ضير
 هنع اللهنما تلقف ماعب لى رما هیلا اته داو انهم تغرف مالف ةقدصلا لى لى  رجاو  تلعم ا
لمسو هیل  الله لىص الله لوسر دهع لى  تلعم نىاف تیطعا امذ  لاقف الله تلقف نيلمعف
 لءس  نا ير  نم اءشي ت تطعا اذا :لمسو هیل  الله لىص الله لوسر لاقف ٬ وق ل م
45.قدصتو كلف
Artinya:“Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata:
Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah
selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar
memerintakan saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: “saya bekerja
hanya karena Allah”. Umar menjawab: “ambillah apa yang saya beri,
saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau
44Al-Syaukani, Nail Al-Authar, (Kairo: Dar al-Hadis, 2000), jilid ke-4, hlm. 527
45Ibid..
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memberiku imbalan, sayapun berkata seperti apa yang kamu katakan.
Kemudian Rasul bersabda kepada saya: “apabila kamu diberi sesuatu
tanpa kamu minta, makanlah (ambillah) dan bersedekahlah”. (Muttafaq
‘alaih)
c. Ijtihad Ulama
Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa aqad wakalah bil ujrah dibolehkan
untuk diawalkan karena mengandung maksud yang baik, yaitu yang bersifat
tolong-menolong, dan juga merupakan salah satu bentuk transaksi dalam rangka
tolong menolong antar individu dalam bermuamalah dan hal-hal kebaikan lainnya.
Jumhur ulama  menyebutkan ada empat rukun aqad wakalah bil ujrah yaitu: yang
mewakilkan, wakil, hal yang diwakilkan, dan sighat (lafal) wakil. Sementara
menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun wakalah adalah sighat (ijab kabul),
sedangkan tiga lainnya termasuk ke dalam syarat wakalah. Ulama fiqh
mengatakan bahwa apabila ijab kabul tidak ada, maka wakalah tidak sah. Ijab
harus dinyatakan secara jelas dan tidak harus dijawab langsung dengan kabul,
tetapi boleh berselang waktu.46
Dalam hal perwakilan terhadap masalah jual beli, ulama sepakat untuk
membolehkannya, dengan syarat tidak terdapat unsur penipuan (gharar) dalam
perwakilan tersebut. Para ulama juga menyatakan bahwa akad wakalah bil ujrah
boleh ditentukan waktunya sesuai dengan keperluan orang yang diwakilkan. Di
samping itu, mereka juga sepakat menyatakan bahwa wakil boleh diberi
imbalan/gaji dan boleh juga tidak diberi, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW
terhadap Ibnu Lutbiyah ketika Rasulullah SAW mengutusnya untuk memungut
46Masruni,  PengelolaanInvestasi Dana Peserta Asuransi Jiwa Syari’ah pada PT Asuransi
Allianz Life Indonesia Cabang Banda Aceh (Suatu penelitian tentang akad Wakalah bil Ujrah
pada produk allisya protection),( Tidak diterbitkan: Fakultas Syari’ah , Tahun 2011), hlm. 37.
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zakat ke suatu daerah (H.R. al-Bukhari dan Muslim). Adapun penerima wakalah
berhak untuk menuntut upah atas kerja yang dibebankan oleh pemberi wakalah.47
2.4.3 Ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tantang akad
Wakalah bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syari’ah.
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:
52/DSN-MUI/III/2006, tentang Wakalah bil Ujrah disebutkan ketentuan-
ketentuan mengenai akad wakalah bil ujrah pada asuransi syari’ah dan reasuransi
syari’ah. Adapun ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya yaitu:
a. Ketentuan pertama berupa ketentuan umum, bahwa yang dimaksud
dengan asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi
syariah, peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan
asuransi dalam reasuransi syariah.
b. Ketentuan kedua tentang ketentuan hukum, bahwa wakalah bil ujrah
boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta, wakalah bil
ujrah adalah pemberiankuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi
untuk mengelola dana peserta dengan imbalan ujrah (fee).wakalah bil
ujrah dapat diterapkan pada produk yang mengandung unsur tabungan
(saving) maupun unsur tabarru’ (non saving).
c. Ketentuan ketiga tentang ketentuan akad bahwa akad yang digunakan
adalah akad wakalah bil ujrah dengan objek akad meliputi: kegiatan
administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting,
pengelolaan portofolio, pemasaran dan Investasi. Dalam akad wakalah bil
47Ibid.. hlm.40
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ujrah harus disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban peserta
dan perusahaan asuransi, besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah / fee
atas premi, syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi
yang diakadkan.
d. Ketentuan keempat tentang kedudukan dan ketentuan para pihak dalam
akad wakalah bil ujrah. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai
wakil (yang mendapat kuasa) untuk mengelola dana. Peserta (pemegang
polis) sebagai individu, dalam produk saving dan tabarru’, bertindak
sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana. Peserta sebagai
suatu badan/kelompok, dalam akad tabarru’ bertindak sebagai muwakkil
(pemberi kuasa) untuk mengelola dana. Wakil tidak boleh mewakilkan
kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin muwakkil
(pemberi kuasa). Akad wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) dan
bukan tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung risiko
terhadap kerugian Investasi dengan mengurangi fee yang telah
diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Perusahaan
asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil
Investasi, karena akad yang digunakan adalah akad wakalah.
e. Ketentuan kelima tentang investasi bahwa perusahaan asuransi selaku
pemegang amanah wajib dilakukan sesuai dengan syariah. Dalam
pengelolaan dana investasi, baik tabarru’ maupun saving, dapat dilakukan
dengan akad wakalah bil ujrah dengan mengikuti ketentuan seperti di atas.
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f. Ketentuan keenam tentang ketentuan penutup bahwa jika salah satu pihak
tidak menunaikan kewajibannnya atau jika terjadi perselisihan di antara
para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Abritase
Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.48
48Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 52/DSN-MUI/III/2006,
tentang Wakalah bil Ujrah, hlm. 7-9.
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BAB TIGA
MEKANISME PENETAPAN UJRAH PADA PRODUK INVESTASI
TAKAFULINK ALIA PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
BANDA ACEH
3.1 Gambaran Umum PT. Asuransi Takaful Keluarga
Asuransi Takaful merupakan lembaga keuangan Syari’ah non Bank yang
bergerak di bidang jasa penjaminan atau pertanggungan risiko. Jadi Takaful
merupakan pihak penanggung atau penjamin atas segala risiko kerugian, kerusakan,
kehilangan atau kematian yang dialami oleh peserta (pihak yang tertanggung). Dalam
hal ini, si tertanggung mengikat perjanjian (penjaminan risiko) dengan si penanggung
atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil
berdasarkan pola pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing) yang
disepakati oleh kedua belah pihak.1
Berdirinya perusahaan asuransi takaful di Indonesia tidak terlepas dari
berdirinya bank syari’ah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalah Indonesia tahun
1991. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 Juli 1993
melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan
Perusahaan Tugu Mandiri kemudian sepakat memprakarsai berdirinya asuransi
takaful dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia yang
disingkat TEPATI. Pada tanggal 23 Agustus 1994, Asuransi Takaful Indonesia
berdiri secara resmi dengan memperoleh izin operasional dari Departemen Keuangan
1Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, Asuransi Takaful (dari teoritis ke praktis), (Bandung:
Mimbar Pustaka Bandung, 2005), hlm. 34.
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melalui surat Keputusan Nomor Kep-385/KMK.017/1994 tanggal 4 Agusutus 1994.
Pendirian ini dilakukan secara resmi di Putri Agung Room Hotel Syahid, Jakarta.2
Asuransi Takaful Keluarga sebagai asuransi jiwa syari’ah diresmikan oleh
Menteri Keuangan saat itu, Mar’ie Muhammad dan mulai beroperasi pada tanggal 25
Agustus 1994. Dan untuk melengkapi layanan pada sekotor kerugian, Takaful
Keluarga kemudian mendirikan Asuransi Takaful Umum sebagai anak perusahaan
Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, selaku ketua
sekaligus pendiri ICMI dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Juni 1995. PT. Takaful
Keluarga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000 dari Der Norske Veritas,
Norwegia.3
PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh telah berdiri sejak tanggal 25
Agustus 1996 dan masih berkembang sampai sekarang. Takaful Keluarga memiliki
visi yaitu sebagai lembaga keuangan yang konsisten menjalankan transaksi asuransi
secara Islam dan operasional perusahaan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip
syari’ah yang bertujuan untuk memberikan fasilitas serta pelayanan yang terbaik dan
berjuang untuk menjadi perusahaan terkemuka. Sedangkan misi Takaful adalah
amanah dan professional dalam memgemban tugas untuk membantu umat Islam
serta bangsa Indonesia.4
2Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari’ah (dalam perspektif kewenangan peradilan agama),
(Jakarta: Kencana, 2012),  hlm. 243-244.
3http://www.takaful.co.id/, “profil PT. Asuransi Takaful Keluarga”, diakses pada tanggal 31
Juli 2017.
4Nurul Fajriani, Pengaruh Tindakan Pengalihan Investasi Takafulink Salam oleh Peserta
terhadap PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh, (Tidak Dipublikasikan: Fakultas
Syari’ah Institus Agama Islam Negeri Ar-Raniry, 2012 M), hlm. 45.
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3.2 PenerapanAkad Wakalah bil Ujrah pada produk Investasi Takafulink Alia
PT. Asuransi Takaful Kelurga Banda Aceh
Dalam ajaran Islam, setiap transaksi muamalah haruslah jelas akad apa yang
digunakan dalam transaksi tersebut. Akad atau kontrak menjadi prinsip dalam sebuah
transaksi muamalah karena merupakan awal yang menentukan sah atau tidaknya
sebuah transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain. Dalam sebuah
akad harus disebutkan secara jelas terkait perihal yang diperlukan sehingga tidak
akan terjadi permasalahan dikemudian hari. Begitu juga dengan kontrak antara
peserta asuransi dengan perusahaan asuransi takaful keluarga, dimana setiap kontrak
yang akan disetujui oleh pihak peserta nantinya haruslah sudah dibuat secara jelas
oleh pihak perusahaan agar peserta benar-benar paham dan tidak terjadi kekeliruan
kedepannya.
Pada PT. Takaful Keluarga, akad tabarru’ terjadi antar sesama peserta
takaful, karena pada dasarnya mereka saling menanggung satu sama lain dengan
mengeluarkan dana hibah yang kemudian akan digunakan untuk keperluan peserta
yang mengalami kerugian atau meninggal dunia dalam masa pertanggungannya.
Sedangkan akad yang digunakan antara PT. Takaful Keluarga dengan peserta adalah
akad tijarah, dimana PT. Takaful mengambil keuntungan atas hasil pengelolaan dana
premi peserta yang terkumpul dalam tabungan peserta maupun tabungan tabarru’.
Akad tijarah antara PT. Takaful Keluarga dengan peserta ini dapat berupa akad
wakalah bil ujrah, mudharabah ataupun ijarah. Dalam produk investasi Takafulink
Alia, PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh memilih menggunakan akad
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wakalah bil ujrah karena dirasa akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan
menggunakan akad yang lain.5
Pada dasarnya manfaat yang disediakan oleh perusahaan asuransi takaful
kepada peserta terdiri dari dua macam yaitu:
a. Manfaat pertama yaitu manfaat hidup
Manfaat hidup yaitu berupa manfaat Investasi yang akan dibayarkan kepada
peserta sesuai dengan hasil keuntungan dari nilai unit yang dimiliki oleh peserta itu
sendiri. Takafulink alia menempatkan alokasi dana investasinya sebanyak 80% pada
saham syari’ah dan 20% pada instrumen pasar uang syariah.6 Takafulink Alia ini
menawarkan keuntungan investasi yang paling besar dibandingkan tiga produk
investasi lainnya yang ditawarkan dalam Takafulink Salam yaitu Ahsan, Mizan dan
Isiqamah karena penempatan investasi Alia sebagian besar ke sektor saham syari’ah.
b. Manfaat kedua yaitu manfaat meninggal dunia
Apabila peserta takaful meninggal dunia, maka ahli dalam masa memegang
polis, maka ahli warisnya akan mendapatkan manfaat takaful meninggal dunia
ditambah dengan manfaat investasi Takafulink Alia.
Sebelum calon peserta asuransi takaful menjadi peserta, ada beberapa tahapan
yang harus dilalui yaitu:
a. Pembukaan Polis
Untuk membuka polis, calon pemegang polis/ peserta diwajibkan
terlebih dahulu mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh
pihak takaful. Formulir permohonan tersebut meliputi data pribadi, uraian
5Hasil wawancara dengan Bpk. Jamaluddin, Direktur PT. Asuransi Takaful Banda Aceh,
pada tanggal 25 Agustus 2017.
6Brosur produk Takafulink Salam, “manfaat investasi”, PT. Asuransi Takaful Keluarga.
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pekerjaan, alamat, riwayat kesehatan dan sebagainya. Kemudian calon
peserta juga harus mengkuti tahapan pemeriksaan kesehatan seperti tes urin,
darah dan sebagainya.
b. Penyetoran polis
Setelah mengisi lembaran permohonan, kemudian permohonan
tersebut diserahkan kepada agen/ petugas takaful untuk kemudian ditangani
agar polis dapat segeraditerbitkan.
c. Pembayaran polis
Setelah polis diterbitkan, berarti ia sudah terdaftar sebagai peserta
Asuransi Takaful Keluarga dan memiliki kewajiban untuk membayar
kontribusi/ premi untuk mendapatkan pertanggungan oleh takaful sampai
habis masa perjanjian.
Dalam formulir permohonan tercantum pernyataan– pernyataan mengenai
akad yang digunakan dalam bisnis takaful. Adapun bunyi akad yang tercantum
pada formulir permohonan tersebut yaitu:
a. Akad antara peserta dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga
Berdasarkan akad wakalah bil ujrah
- Saya memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk
mengelola kontribusi yang saya setorkan menjadi danaInvestasi peserta,
dana tabarru’ dan ujrah.
- Saya setuju memberikan biaya (ujrah) atas pengelolaan (termasuk kegiatan
investasi) dana tabarru’ kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai
ketentuan pokok dan biaya tersebut akan mengurangi dana tabungan saya.
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- Saya memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk
mengelola dana tabarru’.
- Saya setuju memberikan biaya (ujrah) atas pengelolaan (termasuk kegiatan
investasi) dana tabarru’ kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga sesuai
dengan ketentuan pokok.
b. Akad sesama peserta Asuransi
Berdasarkan akad tabarru’
- Saya hibahkan kontribusi yang saya setorkan sebagai dana tabarru’ untuk
tujuan tolong menolong sesame peserta bila ada yang mengalami musibah.
- Saya setuju jika terdapat surplus underwriting dana tabarru’ maka
alokasinya adalah: sebagai cadangan dana tabarru’, dibagikan kepada
peserta yang memenuhi ketentuan, dan untuk PT. Asuransi Takaful
Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.
- Jika terjadi defisit underwriting dana tabarru’ maka perusahaan akan
menutupi deficit tersebut dari dana pemegang saham dalam bentuk
pinjaman (Qordul Hasan) dan pengembaliannya akan diperhitungkan
terhadap Surplus Underwritingdana tabarru’ yang akan datang.7
Dari keterangan diatas tampak bahwa akad yang digunakan dalam produk
takafulink alia yaitu akad wakalah bil ujrah dan akad tabarru’. Dari hasil wawancara
dengan Pak Jamaluddin selaku pimpinan Takaful menyatakan bahwa keempat jenis
produk investasi Takafulink Salam memang semuanya menggunakan akad wakalah
7Formulir permohonan peserta Takafulink Salam, “Pernyataan akad Wakalah bil Ujrah”, PT.
Asuransi Takaful Keluarga.
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bil ujrah dan tabarru dalam pengelolaan dananya. Berdasarkan penjelasan yang
diberikan oleh Bpk Jamaluddin yang merupakan pimpinan di PT. Asuransi Takaful
Banda Aceh bahwa dipilihnya akad wakalah bil ujrah karena dirasakan bahwa akad
ini akan memberikan keuntungan lebih kepada peserta karena hasil Investasi dana
peserta sepenuhnya akan menjadi milik peserta sedangkan perusahaan takaful hanya
mengambil ujrah (fee) atas jasa pengelolaannya sehingga peserta bisa mendapatkan
hasil Investasiyang lebih optimal.8
Di dalam formulir permohonan juga terdapat isi pernyataan pemegang polis
yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu calon peserta menyetujui bahwa:
1. Semua keterangan dalam formulir ini saya berikan dengan benar. Apabila
diantara keterangan ada yang tidak benar atau terdapat hal yang saya
sembunyikan, maka PT. Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan
akad asuransi yang telah berjalan dan tidak wajib membayar klaim yang
timbul atas dasar akad asuransi ini dan hanya mengembalikan dana sesuai
ketentuan produk.
2. Saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Talaful Keluarga untuk
memperoleh keterangan tambahan dari dokter atau rumah sakit tentang
kesehatan saya dan penyebab meninggal apabila saya telah meninggal dunia.
3. Saya memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk
memotong langsung dana tabungan sebagai kontribusi tabarru’ dan biaya-
biaya yang telah ditetapkan untuk menjamin agar polis tetap berlaku, dalam
8Hasil wawancara dengan Bpk. Jamaluddin, Direktur PT. Asuransi Takaful Banda Aceh,
pada tanggal 25 Agustus 2017
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hal bila setelah kelonggaran pembayaran kontribusi berakhir, kontribusi
lanjutan belum saya bayar.
4. Saya memahami semua keterangan dalam formulir ini merupakan dasar akad
asuransi saya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.
5. Saya telah membaca, memahami, menyetujui dan karenanya tunduk serta
mengikatkan diri pada ketentuan dalam polis yang dikeluarkan oleh PT.
Asuransi Takaful Keluarga.
6. Saya setuju bahwa akad ini berlaku mulai tanggal akseptasi yang tercantum
dalam polis.
7. Saya memahami dan menyetujui bahwa apabila terjadi surplus underwriting
dana tabarru’, maka alokasi / pembagian dari surplus tersebut dialokasikan ke
peserta 0%, perusahaan 0% dan tabarru’ 100% (apabila jenis asuransi dengan
unsur  tabungan) dialokasikan ke peserta 40%, perusahaan 50% dan dana
tabarru’ 10% (apabila jenis asuransi tanpa unsur tabungan).9
Setelah menjadi peserta takaful, peserta diwajibkan untuk membayar
kontribusi/ premi yang kemudian akan digunakan oleh PT. Takaful Keluarga untuk
keperluan pengelolaan dana. Takaful membebankan kepada setiap peserta
(tertanggung) untuk menyerahkan premi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan
dan disepakati bersama. Premi tersebut akan dikelola untuk kepentingan biaya-biaya
polis dan pengelolaan Investasi.
9Formulir permohonan peserta Takafulink Salam, “Pernyataan persetujuan calon pemegang
polis”, PT. Asuransi Takaful Keluarga.
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Adapun biaya-biaya tersebut adalah:
1. Biaya akusisi, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan permohonan
pertanggungan dan penerbitan polis yang meliputi biaya-biaya pemeriksaan
kesehatan, pengadaan polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya
pos dan lain-lain. Adapun persentase biaya akusisi ini adalah:
a. Sebesar 80% dari konstribusi dasar pada tahun ke 1
b. Sebesar 50% dari konstribusi dasar pada tahun ke 2
c. Sebesar 25% dari konstribusi dasar pada tahun ke 3
d. Sebesar 15% dari konstribusi dasar pada tahun ke 4
e. Sebesar 0% dari konstribusi dasar pada tahun ke 5 dan seterusnya.
2. Biaya tabarru’, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan besarnya
uang pertanggungan asuransi dasar dan apabila ada asuransi tambahan, usia
tertanggung dari waktu ke waktu, jenis kelamin tertanggung dan kondisi
kesehatan, pekerjaan dan hobi tertanggung.
3. Biaya kontribusi risiko untuk manfaat takaful utama dan tambahan, dibayar
secara bulanan dari danaInvestasi yang terkumpul secara otomatis dan
besarnya dihitung berdasarkan rate kontribusi risiko sesuai usia peserta dikali
dengan manfaat takaful utama dan manfaat takaful tambahan.
4. Biaya pengelolaan kontribusi yaitu sebagai berikut:
- Biaya kontribusi sekaligus dibebankan hanya pada tahun pertama: 7,5%
- Biaya kontribusi regular yaitu: tahun pertama 75%, tahun kedua 30%,
tahun ketiga dan seterusnya 0%.
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5. Biaya administrasi, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan dengan
administrasi polis peserta sebesar Rp. 25.000 (dua pulih lima ribu rupiah)
perbulan terhitung mulai tahun kedua/ bulan ke-13 dan seterusnya.
6. Biaya pengalihan dana investasi, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan
dengan pengalihan suatu jenis investasi ke jenis investasi lainnya. Pengalihan
yang dilakukan maksimum 2x pertahun tidak dikenakan biaya, sedangkan
pengalihan dana peserta kali yang ketiga dan seterusnya akan dikenakan
biayayaitu: 1% dari dana yang dialihkan maksimal Rp. 50.000.,(lima puluh
ribu rupiah).
7. Biaya pengelolaan dana investasi, yaitu biaya yang dikenakan sehubungan
dengan pengelolaan dana investasi yang sesuai dengan pilihan peserta. Biaya
pengelolaan investasi untuk produk Takafulink Alia yaitu 2.50%.10
3.3 Mekanisme penetapan Ujrah pada produk Investasi Takafulink Alia PT.
Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh
Takafulink Alia merupakan pilihan jenis investasi yang ditawarkan dalam
produk Takafulink Salam/ Takaful Dana Investasi. Produk investasi Takafulink alia
ini menawarkan tingkat hasil investasi yang cukup baik kepada peserta takaful
dibandingkan dengan produk investasi lain seperti Mizan, Istiqamah dan  Ahsan.
Dalam pengelolaan dana produk investasi Takafulink Alia, PT. Asurani Takaful
Keluarga menempatkan alokasi dana investasinya sebesar 80%  pada saham
syaria’ah dan sebesar 20% pada instrumen pasar uang syari’ah, sedangkan yang lain
10Polis dan illustrasi produk Takafulink Salam, “ujrah/biaya dasar Asuransi Takaful
Keluarga”,PT. Asuransi Takaful Keluarga.
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sebagian besar dananya dialokasikan pada efek pendapatan tetap syari’ah dan hanya
sebagian kecil pada saham syari’ah dan pasar uang syari’ah.11 Penempatan dana alia
yang sebagian besar dialokasikan  ke sektor saham seperti inilah yang dapat
memungkinkan peserta alia akan memperoleh hasil investasi yang lebih maksimal
dibandingkan dengan peserta yang memilih produk investasi lain seperti Mizan,
Istiqamah dan Ahsan.12
Adapun teknik perhitungan untuk mengetahui besarnya ujrah perbulan
terhadap peserta alia adalah sebagai berikut:
Misalnya kontribusi dasar bulan pertama Rp. 600.000.-, kontribusi Top Up
Rp 400.000.-, dana tabarru’ Rp 29.320.-, biaya kontribusi dasar sebesar 75%, biaya
Top Up 5%.
Untuk menghitung besarnya ujrah, langkah awal yaitu mengetahui berapa
besarnya kontribusi investasi peserta alia tersebut. Contoh:
Kontribusi dasar : Rp  600.000.-
Biaya pengelolaan  75% : Rp   450.000.-
Konstribusi risiko : Rp    25.000.-
Biaya administrasi : Rp    25.000.-
Konstribusi Investasi : Rp  100.000.-
Konstribusi Top Up Reguler : Rp 400.000.-
Kontribusi Top Up 5% : Rp   20.000.-
Konstribusi Investasi : Rp 380.000.-
Konstribusi Investasi awal Rp 480.000.-
11Brosur produk Takafulink Salam, “catatan illustrasi angka 2 dan 3”, PT. Asuransi Takaful
Keluarga.
12Hasil wawancara dengan Bpk. Jamaluddin, Direktur PT. Asuransi Takaful Banda Aceh,
pada tanggal 22 September 2017
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Setelah mengetahui besarnya kontribusi investasi awal, baru kemudian
dihitung ujrah terhadap pengelolaan investasi. Sebagai wakil dalam mengelola dana
peserta, PT. Takaful Keluarga menetapkan persentase ujrah sebesar 2.50% untuk
investasi alia dengan contoh perhitungan sebagai berikut:
ujrah investasi Alia 100% : Rp 480.000 x 2.50%
: Rp 12.000.-
Ujrah pengelolaan investasi Takafulink Alia tersebut akan dipotong setiap
tahunnya dari total kontribusi yang dibayarkan oleh peserta.13 Selain ujrah untuk
investasi seperti contoh diatas, takaful juga mengambil ujrah terhadap untuk dana
tabarru’ yaitu sebesar 25% dari kontribusi tabarru’ peserta. Dan setelah pemotongan
ujrah, kedua tabungan tersebut kemudian sama-sama akan di investasikan,
keuntungan dari investasi dana tabungan peserta akan mutlak menjadi milik peserta
sedangkan keuntungan investasi dari dana tabarru’ akan menjadi dana santunan
(klaim) bagi peserta yang mengalami musibah.
Tabungan peserta merupakan tabungan yang diperuntukkan oleh peserta itu
sendiri sedangkan tabungan tabarru’ merupakan tabungan yang dikhususkan untuk
saling membantu antar peserta yang ditimpa risiko baik itu berupa risiko kerugian
ataupun meninggal dunia.14 Kedua dana tersebut kemudian dikelola oleh perusahaan
dan di investasikan dengan konsep wakalah bil ujrah, terkait besarnya ujrah PT.
Asuransi Takaful Keluarga sudah menetapkan persentase ujrah di awal terjadinya
akad dan langsung memotong ujrah terhadap pengelolaan investasi yang besarnya
13Ibid..
14Hendi Suhendi & Deni K. Yusuf, Asuransi Takaful (dari teorotis ke praktis), (Bandung:
Mimbar Pustaka Bandung, hlm. 10
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sudah ditentukan sesuai dengan jenis investasi yang dipilih oleh masing-masing
peserta.15 Dimana pemegang polis berhak menentukan jenis investasi sesuai dengan
keinginannya, yang dapat dilakukan di awal dan/atau dalam periode akad sesuai
ketentuan perusahaan.16
Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bpk. Jamaluddin selaku
Direktur PT. Takaful Keluarga Banda Aceh menyatakan bahwa besarnya biaya-biaya
yang dibebankan kepada peserta takaful ditetapkan oleh kantor pusat, termasuk
biaya ujrah dalam hal pengelolaan dana investasi produk Takafulink Alia. Dan
terkait alasan kenapa ujrah pengelolaan dana produk investasi Takafulink Alia
inipersentasenya ditetapkan paling besar yaitu 2.50% dibandingkan dengan ujrah
pengelolaan jenis investasi lain yaitu mizan, istiqamah dan ahsan yang hanya 2%
atau kurang dari 2%,  beliau mengatakan bahwa tingginya ujrah alia dibandingkan
dengan ujrah investasi produk lainnya dikarenakan pengelolaan alia dilakukan
secara lebih intensif oleh takaful. Selain alasan tersebut, kembali lagi bahwa
persentase ujrah pengelolaan investasi produk Takafulink Alia sebesar 2.50%
memang sudah ditetapkan oleh pihak  kantor pusat.17
Adapun hasil investasi dari dana peserta dapat meningkat atapun menurun,
semua tergantung dari kinerja investasi. Semua risiko baik berupa keuntungan,
kerugian, meningkat ataupun menurunnya hasil Investasi dana peserta sepenuhnya
menjadi tanggung jawab peserta itu sendiri, pihak perusahaan tidak menanggung
15Hasil wawancara dengan Bpk. Jamaluddin, Direktur PT. Asuransi Takaful Banda Aceh,
pada tanggal 22 September 2017
16Polis produk Takafulink Salam, “syarat-syarat khusus polis takafulink individu, pasal 7”,
PT. Asuransi Takaful Keluarga.
17Hasil wawancara dengan Bpk. Jamaluddin, Direktur PT. Asuransi Takaful Banda Aceh,
pada tanggal 5 Desember  2017
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risiko tersebut.18 Dari awal, pilihan jenis investasi diserahkan kepada pihak peserta,
sehingga peserta dapat menyesuaikan jenis investasi yang dipilih dengan tingkat
risiko yang sanggup dihadapinya, dan bukan ditentukan oleh pihak perusahaan
takaful. Mengenai hasil investasi, nantinya akan langsung dimasukkan ke dalam
rekening/ tabungan peserta dan akan menjadi milik peserta sepenuhnya,  perusahaan
tidak mengambil sedikitpun hasil investasi karena perusahaan sudah mengambil hak
untuk biaya pengelolaan investasi nya diawal yaitu sebesar 2.50% dari kontribusi
dasar peserta dengan berdasarkan akad wakalah bil ujrah. Takafulink Alia
merupakan pilihan jenis investasi yang ditawarkan dalam produk Takafulink Salam
yang memiliki tingkat risiko spekulatif paling besar dibandingkan yang lainnya yaitu
mizan, istiqamah dan ahsan karena alokasi dananya sebagian besar yaitu ke sektor
saham syari’ah. Jadi dari awal perjanjian, peserta alia memang harus sudah
mempersiapkan diri untuk berani mengahadapi bagaimanapun risiko yang akan
terjadi terhadap hasil kinerja investasi kedepannya.19
3.4 Ketentuan hukum Islam terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah pada
Produk Investasi Takafulink Alia PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda
Aceh.
Islam telah mengatur bagaimana ketentuan dalam hal pemberian upah yang
tujuannya adalah agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sama-sama
memperoleh keuntungan dan tidak ada yang dirugikan. Ujrah adalah upah atas
pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan tertentu. Hampir semua
ulama fiqh sepakat bahwa ujrah (upah) disyariatkan dalam Islam, karena melihat
18Brosur produk Takafulink Salam, “catatan illustrasi angka 2 dan 3”, PT. Asuransi Takaful
Keluarga.
19Hasil wawancara dengan Bpk. Jamaluddin, Direktur PT. Asuransi Takaful Banda Aceh,
pada tanggal 5 Desember  2017
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bagaimana pentingnya keberadaan ujrah ini untuk manusia dalam kehidupan
bermasyarakat, dan mustahil bahwa manusia akan hidup bercukupan tanpa adanya
transaksi ujrah ini. Pensyari’atan ujrah oleh para ulama fiqh juga dilandaskan oleh
dalil-dalil al-qur’an dan as-sunnah yang menunjukkan akan kebolehan ujrah
tersebut.20
Pada produk investasi Takafulink Alia PT. Takaful Keluarga Banda Aceh,
penetapan ujrah dalam hal pengelolaan investasi yaitu berdasarkan akad wakalah bil
ujrah. MUI telah mengeluarkan fatwa khusus terkait akad wakalah bil ujrah pada
bisnis Asuransi Takaful yaitu dalam Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006
tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syari’ah dan reasuransi syariah, yang
dimana memungkinkan perusahaan asuransi untuk mempergunakan sistem wakalah
bil ujrah dalam hal investasi dana peserta. Dengan sistem ini, pihak perusahaan
hanya mendapatkan ujrah atau fee dari wakalahnya dalam hal investasi dan tidak
dibenarkan untuk mendapatkan porsi atau bagian dari hasil investasi.
Mekanisme penetapan ujrah dilakukan atas dasar jasa profesionalisme
sebagaimana objek ujrah yang digariskan dalam fatwa DSN-MUI No 52 yaitu
meliputi: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting,
pengelolaan portofolio, pemasaran dan investasi.
Hak dan kewajiban antara peserta alia dengan perusahaan takaful yang
didasarkan oleh akad wakalah bil ujrah telah disebutkan secara transparan di dalam
formulir permohonan peserta takaful berupa pernyataan-pernyataan untuk
memudahkan peserta alia memahami perjanjian akad wakalah bil ujrah antara
20Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 29-30
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dirinya dengan perusahaan takaful. Mengenai besarnya biaya ujrah terhadap
pengelolaan investasi dana peserta, juga sudah disebutkan secara jelas di awal
perjanjian bahwa persentase ujrah untuk pengelolaan investasi dana peserta produk
investasi Takafulink Alia yaitu sebesar 2.50%, dan penetapan pembagian ujrah
investasi berdasarkan jenis investasi ini bertujuan agar prinsip keadilan lebih dapat
dirasakan oleh peserta, ujrah produk investasi Takafulink Alia ujrah nya lebih besar
daripada produk investasi lain disebabkan pengelolaan alia dilakukan secara lebih
intensif karena alia terdiri dari instrument investasi yang sangat rumit dan fluktuatif
yaitu saham, sehingga memiliki tingkat risiko spekulatif yang lebih besar. Dan
terakhir yaitu mengenai cara dan waktu pengambilan ujrah investasi alia yaitu
langsung dipotong dari kontribusi dasar peserta yang pesentasenya sesuai dengan
jenis investasi alia yaitu 2.50%.
Menurut pengamatan penulis, secara umum mekanisme penetapan ujrah pada
produk investasi Takafulink Alia PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh tidak
bertentangan dengan hukum Islam serta konsep Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:
52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syari’ah dan
reasuransi syari’ah yang menyebutkan bahwa dalam akad wakalah bil ujrah haruslah
disebutkan sekurang-kurangnya hak dan kewajiban antara peserta dengan perusahaan
asuransi, besaran, serta cara dan waktu pemotongan ujrah/fee atas premi.
Walaupun pada umumnya penulis menilai bahwa mekanisme penetapan
ujrah pada produk investasi Takafulink Alia PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda
Aceh sudah cukup baik, namun disini penulis juga melihat bahwa terdapat kurangnya
pemahaman peserta alia terhadap mekanisme penetapan ujrah pada produk investasi
57
Takafulink Alia. Sehingga penulis merasa bahwa informasi yang lebih rinci
diperlukan untuk menambah pengetahuan peserta alia sehingga pelaksanaan
perjanjian antara peserta alia dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh
menjadi lebih efektif.
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BAB EMPAT
PENUTUP
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil
kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:
4.1 Kesimpulan
1. Penerapan akad wakalah bil ujrah pada produk investasi Takafulink Alia PT.
Asuransi Takaful Keluarga telah dilakukan secara jujur dan transaparan. Dalam
perjanjian awal antara peserta dengan PT. Takaful yaitu menggunakan akad
wakalah bil ujrah, peserta menyatakan setuju memberikan amanah kepada PT.
Takaful Keluarga Banda Aceh sebagai wakil dalam mengelola dana baik itu
dana tabarru’ maupun dana Investasi peserta dan juga peserta setuju untuk
memberikan ujrah kepada PT. Takaful Keluarga Banda Aceh atas jasanya
dalam mengelola dana peserta.
2. Mekanisme penetapan ujrah pada produk investasi Takafulink Alia PT. Takaful
Keluarga Banda Aceh yaitu ditetapkan diawal perjanjian berdasarkan akad
wakalah bil ujrah dimana perusahaan langsung memotong ujrah pengelolaan
investasi peserta dari kontribusi awal yang disetor oleh peserta dengan
persentase sebesar 2.50%. Persentase ujrah produk investasi Takafulink Alia
ditetapkan lebih besar dikarenakan dikarenakan  pengelolaan alia dilakukan
secara lebih intensif oleh takaful.
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3. Ketentuan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan ujrah pada produk
investasi Takafulink Alia PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh yaitu
sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan Fatwa DSN-
MUI No:52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi
syari’ah dan reasuransi syari’ah. Walaupun pada umumnya penulis menilai
bahwa mekanisme penetapan ujrah pada produk investasi Takafulink Alia PT.
Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh sudah cukup baik, namun disini penulis
juga melihat bahwa terdapat kurangnya pemahaman peserta alia terhadap
mekanisme penetapan ujrah pada produk investasi Takafulink Alia. Sehingga
penulis merasa bahwa informasi yang lebih rinci diperlukan untuk menambah
pengetahuan peserta alia sehingga pelaksanaan perjanjian antara peserta alia
dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh menjadi lebih efektif.
4.2 Saran-saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang
disampaikan peneliti berupa masukan dan harapan, yaitu :
1. Disarankan kepada PT. Takaful Keluarga Banda Aceh agar dapat memberikan
informasi lebih rinci kepada peserta takaful terkait mekanisme penetapan ujrah
berdasarkan jenis investasi yang dipilih.
2. Disarankan kepada calon peserta takaful agar lebih mencari informasi serta
memahami mekanisme penetapan ujrah produk investasi sesuai dengan
pilihannya sendiri sehingga perjanjian takaful menjadi lebih efektif.
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